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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran
komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat untuk
pengentasan kemiskinan melalui pendekatan Systematic Literature
Review (SLR). Proses analisis dilakukan dengan meninjau artikel
ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2015-2024
menggunakan basis data Google Scholar, Scopus, Web of Science,
dan SINTA. Seleksi artikel dilakukan melalui tahapan PRISMA, meliputi
identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan pemilihan artikel
yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa komunikasi
pembangunan memiliki kontribusi signifikan dalam keberhasilan
program pemberdayaan masyarakat, terutama melalui pendekatan
komunikasi partisipatif yang mampu meningkatkan partisipasi, literasi,
serta kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Komunikasi berbasis partisipasi dan pemanfaatan media komunikasi,
termasuk teknologi digital, terbukti meningkatkan efektivitas transfer
informasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selain itu,
program komunikasi pembangunan yang terencana dan berbasis
kebutuhan lokal mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Secara keseluruhan, komunikasi pembangunan merupakan elemen
strategis yang dapat memperkuat keberhasilan praktik pemberdayaan
masyarakat sehingga menghasilkan perubahan sosial yang
berkelanjutan.
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1. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan isu pembangunan global yang terus menjadi prioritas
internasional, terutama melalui komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tujuan
pertama (SDG No. 1), Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan target untuk mengakhiri
kemiskinan dalam segala bentuk pada tahun 2030 serta memastikan bahwa masyarakat memiliki
akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang setara (United Nations, 2021). Untuk
mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada
penyediaan fasilitas atau bantuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses
komunikasi dijalankan antara pemerintah, lembaga pelaksana program, dan masyarakat sasaran.
Komunikasi pembangunan memiliki fungsi strategis dalam proses ini karena bukan hanya
menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku sosial melalui dialog,
pertukaran pengetahuan, dan peningkatan partisipasi komunitas (Siraj, 2024).

Namun, berbagai program pemberdayaan masyarakat seringkali tidak mencapai hasil yang
optimal akibat pola komunikasi yang bersifat top-down dan tidak mengikutsertakan masyarakat
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secara aktif dalam pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan oleh Mateko (2024) menunjukkan
bahwa komunikasi yang tidak partisipatif menyebabkan rendahnya rasa memiliki (sense of
ownership) terhadap program, sehingga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan menjadi
lemah. Penelitian lain menemukan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh
komunikasi yang berorientasi pada dialog dan kolaborasi antara fasilitator dan masyarakat, bukan
sekadar penyampaian informasi satu arah (Sulistiani, 2024). Dengan demikian, komunikasi
pembangunan menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap program pemberdayaan
benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh
masyarakat.

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait komunikasi pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, serta pengentasan kemiskinan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada
dampak ekonomi atau penggunaan teknologi informasi dalam program pemberdayaan, bukan pada
bagaimana komunikasi berperan dalam proses tersebut. Chikandanga (2025) menunjukkan bahwa
masih sedikit kajian yang mengevaluasi mekanisme komunikasi sebagai faktor keberhasilan
pengentasan kemiskinan. Hingga saat ini, belum terdapat Systematic Literature Review (SLR) yang
secara khusus menganalisis peran komunikasi pembangunan dalam konteks pemberdayaan
masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi
kesenjangan tersebut melalui sintesis sistematis terhadap studi-studi empiris terbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam SLR ini adalah sebagai
berikut: RQ1: Bagaimana bentuk penerapan komunikasi pembangunan dalam program
pemberdayaan masyarakat?. RQ2: Bagaimana kontribusi komunikasi pembangunan terhadap
pengentasan kemiskinan?. RQ3: Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan komunikasi
pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat?. Rumusan ini dipilih untuk mengidentifikasi
praktik komunikasi yang digunakan, mengevaluasi dampak implementasinya terhadap pengentasan
kemiskinan, serta menemukan faktor yang memperkuat atau menghambat keberhasilannya
(Mateko, 2024; Sulistiani, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis temuan
penelitian yang membahas komunikasi pembangunan dalam program pemberdayaan masyarakat
yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1)
memetakan bentuk dan strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan dalam program
pemberdayaan; (2) mengevaluasi kontribusi komunikasi pembangunan terhadap peningkatan
kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan; dan (3) mengidentifikasi faktor keberhasilan atau
tantangan yang muncul dalam implementasi komunikasi pembangunan (Siraj, 2024).

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur mengenai komunikasi
pembangunan dengan menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme
komunikasi partisipatif yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian
ini memperkaya kajian pembangunan dengan menunjukkan bagaimana komunikasi dapat menjadi
determinan keberhasilan program sosial-ekonomi (Chikandanga, 2025). Secara praktis, hasil
penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah, NGO, dan pelaksana program agar
merancang strategi komunikasi yang lebih partisipatif dan inklusif, sehingga masyarakat menjadi
subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima manfaat. Penelitian ini juga relevan sebagai
dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pencapaian SDG No. 1 tentang
pengentasan kemiskinan (United Nations, 2021).

2. METODE
Desain Penelitian: Systematic Literature Review (SLR)

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan mensintesis temuan penelitian terkait peran komunikasi pembangunan dalam
pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. SLR dipilih karena memungkinkan
peneliti meninjau bukti empiris secara sistematis dan terstruktur berdasarkan standar akademik yang
dapat direplikasi dalam konteks penelitian sosial (Paul & Criado, 2020). Dalam penyusunan review
ini, peneliti mengacu pada pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses) sebagai kerangka kerja untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
proses pelaporan SLR (Page et al., 2021). Proses ini memungkinkan peneliti menyaring artikel yang
relevan berdasarkan fokus penelitian, kualitas metodologis, serta kontribusi terhadap topik
pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi pembangunan.
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Criteria for Inclusion and Exclusion

Kriteria inklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis relevan dan sesuai
dengan tujuan penelitian. Artikel yang dipilih harus dipublikasikan dalam rentang tahun 2020-2025,
karena periode tersebut dianggap mencerminkan perkembangan terkini penelitian dalam bidang
komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hanya artikel ilmiah dari jurnal
terakreditasi nasional maupun internasional, prosiding, dan publikasi akademik yang berbasis
penelitian yang diikutsertakan dalam analisis. Artikel harus dipublikasikan dalam bahasa Inggris atau
bahasa Indonesia, dengan fokus penelitian pada topik komunikasi pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan strategi pengentasan kemiskinan melalui partisipasi berbasis komunitas.
Sementara itu, artikel yang tidak memiliki data empiris atau tidak relevan dengan tujuan penelitian
dikecualikan (Khoirunnisa et al., 2023).

Database dan Strategi Pencarian

Pencarian literatur dilakukan pada beberapa basis data bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science,
Google Scholar, dan SINTA, guna memastikan cakupan penelitian yang komprehensif. Penggunaan
lebih dari satu database memungkinkan peneliti memperoleh artikel secara luas baik dari jurnal
internasional maupun nasional yang terakreditasi. Kata kunci pencarian disusun menggunakan
Boolean operators (AND/OR) dan istilah akademik yang relevan dengan topik penelitian, antara lain:
“development communication”, “community empowerment”, “poverty alleviation”, “participatory
communication”, dan “community development”. Strategi ini direkomendasikan dalam SLR untuk
meningkatkan akurasi pencarian dan mengurangi bias seleksi (Okoli, 2021).

Screening Process (PRISMA Flow)

Proses penyaringan artikel dilakukan mengikuti alur PRISMA 2020, yang terdiri dari empat tahapan
utama, yaitu: (1) Identification, yaitu pengumpulan seluruh artikel dari database; (2) Screening, yaitu
menghapus artikel duplikasi dan menyaring berdasarkan judul serta abstrak; (3) Eligibility, yaitu
menilai kesesuaian isi artikel dengan topik penelitian melalui pembacaan penuh (full-text review);
dan (4) Included Articles, yaitu menentukan artikel akhir yang akan dianalisis lebih lanjut (Page et
al., 2021). Tahapan PRISMA memastikan bahwa literatur yang dipilih memiliki keterkaitan kuat
terhadap fokus penelitian dan memenuhi standar kualitas ilmiah.

Data Extraction

Artikel yang lolos seleksi kemudian dianalisis melalui proses ekstraksi data untuk mengidentifikasi
elemen inti penelitian. Data yang diekstraksi mencakup nama penulis, tahun publikasi, lokasi studi,
metode penelitian, fokus kajian, dan temuan utama. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan
menyusun tabel matriks untuk mempermudah proses sintesis dan perbandingan antar-penelitian,
sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola dan kontribusi empiris terhadap isu pemberdayaan
masyarakat melalui komunikasi pembangunan (Paul & Criado, 2020).

Quality Assessment

Penilaian kualitas artikel dilakukan menggunakan CASP (Critical Appraisal Skills Programme)
checklist versi terbaru sebagai standar evaluasi kualitas metodologi penelitian (CASP, 2022). Kriteria
penilaian meliputi kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian desain metode, validitas temuan, serta
relevansi kontribusi studi terhadap topik. Evaluasi kualitas sangat penting dalam SLR untuk
memastikan bahwa hanya penelitian yang kredibel dan memiliki kekuatan metodologis yang
digunakan sebagai dasar sintesis (Okoli, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Studi Terpilih

Dalam tahap akhir proses seleksi menggunakan alur PRISMA, sebanyak 30 artikel memenuhi
kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut. Distribusi publikasi menunjukkan peningkatan signifikan
pada lima tahun terakhir (2020—-2025), dengan puncak jumlah publikasi pada tahun 2023. Hal ini
mengindikasikan bahwa topik komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui
partisipasi komunitas semakin relevan dalam diskursus akademik kontemporer. Secara geografis,
artikel yang dianalisis berasal dari berbagai negara, antara lain Indonesia, India, Filipina,
Bangladesh, Kenya, dan Nigeria. Indonesia menjadi negara dengan jumlah publikasi terbanyak,
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yang menunjukkan bahwa isu pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan masih
menjadi fokus penting dalam konteks pembangunan nasional.

Fokus penelitian dalam studi-studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga tema utama.
Pertama, studi yang menyoroti peran komunikasi pembangunan sebagai media penyebaran
informasi dan edukasi, khususnya melalui pendekatan participatory communication dalam program
pembangunan desa. Kedua, studi yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis
partisipasi, seperti pelibatan kelompok perempuan, komunitas lokal, atau organisasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pemberdayaan. Ketiga, studi yang
membahas hasil dari program pemberdayaan, seperti peningkatan kapasitas komunitas, penguatan
ekonomi lokal, dan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Data ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara komunikasi pembangunan
berbasis partisipasi dan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Artikel-artikel tersebut
secara konsisten melaporkan bahwa komunikasi yang bersifat dialogis, terbuka, dan partisipatif
mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership), meningkatkan literasi, serta mendorong
masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Temuan-temuan ini sejalan
dengan literatur terbaru yang menegaskan bahwa komunikasi partisipatif berperan sebagai
katalisator dalam pembangunan dan pemberdayaan komunitas (Khoirunnisa et al., 2023; Paul &
Criado, 2020).

Temuan Utama pada Setiap RQ

RQ1: Bagaimana bentuk penerapan komunikasi pembangunan dalam program pemberdayaan
masyarakat?: Hasil sintesis menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan umumnya diterapkan
melalui pendekatan komunikasi partisipatif, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses dialog,
pengambilan keputusan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat tidak
hanya menjadi objek, tetapi subjek dari proses pembangunan (Ardianto et al., 2021). Selain itu,
banyak program menggunakan media komunitas seperti radio lokal, forum musyawarah desa, dan
pertemuan kelompok sebagai sarana pertukaran informasi (Rahim & Lopez, 2022). Ketika
komunikasi dilakukan secara dua arah dan berbasis dialog, partisipasi masyarakat meningkat secara
signifikan dan program menjadi lebih tepat sasaran (Nabatchi & Amsler, 2020).

RQ2: Bagaimana kontribusi komunikasi pembangunan terhadap pengentasan kemiskinan?
Komunikasi pembangunan terbukti berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat,
peningkatan literasi, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya ekonomi (Wahyuni
& Harjanto, 2023). Komunikasi yang efektif mendorong transfer pengetahuan—misalnya dalam
pelatihan kewirausahaan, pengelolaan UMKM, hingga pengembangan ekonomi desa berbasis
potensi lokal (Fitriani et al., 2021). Studi internasional juga menunjukkan bahwa komunikasi
pembangunan meningkatkan empowerment melalui peningkatan akses informasi, yang pada
akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (Paul & Criado, 2020). Semakin partisipatif
pola komunikasi, semakin besar kontribusinya pada keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

RQ3: Faktor apa saja yang menentukan keberhasilan komunikasi pembangunan dalam
pemberdayaan masyarakat?. Keberhasilan komunikasi pembangunan ditentukan oleh tiga faktor
utama:

1. Pendekatan komunikasi yang partisipatif
Komunikasi harus mengedepankan dialog, bukan instruksi satu arah (Khoirunnisa et al., 2023).
2. Pemanfaatan media dan teknologi
Penggunaan media komunitas, platform digital, dan digital inclusion terbukti memperluas
jangkauan komunikasi (Rahim & Lopez, 2022).
3. Dukungan aktor dan kolaborasi pemangku kepentingan
Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat meningkatkan keberlanjutan program
(Manullang et al., 2022).

Ketika ketiga faktor ini terpenuhi, program pemberdayaan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih
tinggi dan keberlanjutan lebih terjamin.
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Tabel 1. Sintesis Temuan

Tema Deskripsi Temuan Sumber (5 tahun terakhir)
Komunikasi Partisipatif Melibatkan masyarakat dalam Ardianto et al. (2021);
pengambilan keputusan, meningkatkan Khoirunnisa et al. (2023)
rasa memiliki terhadap program.
Media dan Teknologi Penggunaan media lokal, radio Rahim & Lopez (2022); Paul &
dalam Komunikasi komunitas, dan platform digital Criado (2020)
Pembangunan meningkatkan akses informasi dan
literasi masyarakat.
Outcome Pemberdayaan Peningkatan kapasitas ekonomi, literasi Fitriani et al. (2021); Wahyuni &
pengetahuan, dan keberlanjutan Harjanto (2023); Manullang et al.
program pengentasan kemiskinan. (2022)

4. PEMBAHASAN

Komunikasi Pembangunan sebagai Mekanisme Penggerak Pemberdayaan Masyarakat

Temuan SLR menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan berperan sebagai mekanisme utama
dalam mengarahkan kesuksesan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan
dengan teori Participatory Development Communication yang menekankan bahwa pembangunan
tidak hanya tentang transfer informasi, tetapi juga proses dialog dan kolaborasi antar pemangku
kepentingan (Servaes, 2020). Ketika komunikasi dilakukan secara partisipatif, masyarakat terlibat
dalam identifikasi masalah, perencanaan program, hingga evaluasi, sehingga meningkatkan rasa
memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan (Ardianto et al., 2021; Khoirunnisa
et al., 2023).

Pendekatan ini membantah model komunikasi top-down yang sering dianggap gagal karena
hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, komunikasi partisipatif
memungkinkan masyarakat menjadi subjek—yang berdaya, terlibat, dan mampu menginisiasi
perubahan di lingkungannya.

Peran Media dan Teknologi dalam Memperkuat Efektivitas Komunikasi Pembangunan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi menjadi faktor
pendukung utama dalam memperluas akses informasi bagi masyarakat. Platform digital seperti
WhatsApp Group, Facebook Community, radio komunitas, hingga media lokal terbukti efektif dalam
meningkatkan literasi dan menghubungkan masyarakat dengan sumber daya pembangunan (Rahim
& Lopez, 2022). Hal ini sesuai dengan teori Digital Inclusion, yang menyatakan bahwa akses
informasi melalui teknologi merupakan elemen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial
ekonomi (Paul & Criado, 2020). Dengan demikian, media tidak hanya menjadi alat penyampai
informasi, tetapi juga sarana kolaborasi, edukasi, dan ruang pembelajaran sosial bagi komunitas.

Dampak Komunikasi Pembangunan terhadap Pengentasan Kemiskinan

Kontribusi komunikasi pembangunan terhadap pengentasan kemiskinan terlihat dalam tiga capaian

utama:

1. Peningkatan literasi dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pengelolaan
UMKM, dan penguatan potensi lokal (Fitriani et al., 2021).

2. Penguatan jejaring sosial dan kolaborasi multipihak, sehingga program lebih berkelanjutan
dan tidak berhenti setelah pendanaan selesai (Manullang et al., 2022).

3.  Perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian ekonomi, yang merupakan indikator nyata
bahwa pemberdayaan berjalan efektif (Wahyuni & Harjanto, 2023).

Dengan demikian, komunikasi pembangunan tidak hanya menjadi media penyebar informasi,
tetapi juga katalis perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Peran Penting Komunikasi dalam Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi memegang peran strategis dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat
karena menjadi sarana untuk membangun interaksi, kolaborasi, dan penyebaran informasi antara
pemangku kepentingan dan masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan pemberdayaan
sering tidak tercapai karena ketidaksamaan persepsi dan minimnya partisipasi warga. Menurut
Servaes (2023), komunikasi pembangunan yang berorientasi partisipatif memungkinkan masyarakat
terlibat aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga mereka merasa memiliki (sense
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of ownership) terhadap program yang dijalankan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan,
komunikasi bukan hanya proses penyampaian pesan, tetapi juga proses dialog sosial untuk
memahami kebutuhan, potensi, dan hambatan yang dialami masyarakat secara langsung (Tufte &
Shaw, 2020).

Komunikasi yang terbuka dan partisipatif juga berperan dalam mengurangi kesenjangan
informasi antara pemerintah dan masyarakat. Studi oleh Andriana et al. (2022) menunjukkan bahwa
banyak program pemberdayaan gagal karena komunikasi bersifat top-down dan tidak melibatkan
masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi. Sebaliknya, ketika komunikasi bersifat dialogis,
masyarakat lebih termotivasi berpartisipasi dan bertanggung jawab menjaga keberlanjutan program.
Selain itu, penggunaan media dan teknologi digital—seperti media sosial, radio komunitas, dan
platform berbagi informasi—terbukti meningkatkan akses informasi dan memperluas jaringan
kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat (Rahim & Idris, 2021). Dengan demikian, komunikasi
berfungsi sebagai katalis yang mempercepat transfer pengetahuan, meningkatkan kapasitas dan
kepercayaan diri masyarakat, serta memperkuat relasi antar aktor sehingga pemberdayaan dapat
menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Waisbord, 2022).

Keterbatasan dalam Penerapan pada Program Pemerintah

Meskipun komunikasi pembangunan berperan penting dalam keberhasilan pemberdayaan
masyarakat, implementasinya pada program pemerintah sering menghadapi berbagai keterbatasan.
Salah satu kendala utama adalah pendekatan komunikasi yang masih bersifat top-down, sehingga
masyarakat hanya menjadi objek penerima informasi tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan
dan evaluasi program (Sukmono & Rudianto, 2023). Akibatnya, program tidak sesuai dengan
kebutuhan lokal dan menimbulkan resistensi sosial dari masyarakat. Selain itu, birokrasi yang
berlapis dan kurang transparan menyebabkan proses penyampaian informasi menjadi lambat dan
tidak efektif (Hartono & Wibowo, 2022). Dalam banyak kasus, pemerintah lebih fokus pada
pencapaian target administratif dibanding membangun dialog antar pemangku kepentingan.

Keterbatasan lain terletak pada kesenjangan literasi digital dan akses teknologi, terutama
pada masyarakat di wilayah terpencil yang belum memiliki jaringan komunikasi dan akses internet
memadai (Fitriani & Nugroho, 2021). Keterbatasan ini membuat pemanfaatan teknologi digital dalam
komunikasi pembangunan tidak optimal, padahal teknologi dapat meningkatkan partisipasi dan
transparansi program. Selain itu, studi terbaru menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah sering
terjebak pada penggunaan media formal seperti sosialisasi melalui seminar atau pertemuan desa,
tanpa strategi komunikasi yang berkelanjutan (Rachman & Rosyidah, 2023). Hal ini menyebabkan
pesan pembangunan tidak terserap secara efektif dan tidak menghasilkan perubahan perilaku pada
masyarakat.

Dengan demikian, keterbatasan utama dalam penerapan komunikasi pembangunan pada
program pemerintah berasal dari kurangnya pendekatan partisipatif, keterbatasan kapasitas
komunikasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi secara strategis. Untuk mencapai keberhasilan
pemberdayaan masyarakat, pemerintah perlu mengubah pola komunikasi menjadi lebih kolaboratif,
dialogis, dan berbasis kebutuhan masyarakat (Wirawan, 2024).

Perbandingan Temuan Antar Penulis dan Negara

Hasil SLR menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan
masyarakat berbeda-beda antar negara, dipengaruhi oleh budaya komunikasi, tata kelola
pemerintahan, serta akses terhadap teknologi. Di Indonesia, penelitian oleh Sukmono dan Rudianto
(2023) menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan pada program pemerintah masih dominan
menggunakan pola top—down sehingga partisipasi masyarakat terbatas dan keputusan lebih banyak
dikendalikan oleh pihak pemerintah desa atau instansi terkait. Berbeda dengan konteks India, studi
oleh Mehta (2022) menemukan bahwa penggunaan komunikasi partisipatif melalui mekanisme
musyawarah komunitas (community forums) dapat meningkatkan rasa kepemilikan program dan
mempercepat pengentasan kemiskinan. Sementara itu, penelitian di Kenya oleh Oloo dan Mwangi
(2021) menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh
kehadiran media komunitas seperti radio lokal, yang berfungsi sebagai saluran informasi sekaligus
ruang diskusi warga.

Perbandingan antar negara juga menunjukkan perbedaan pada penggunaan teknologi
komunikasi. Fitriani dan Nugroho (2021) menemukan bahwa digitalisasi di Indonesia terkendala oleh
kesenjangan literasi digital, sehingga penggunaan platform digital dalam pemberdayaan masyarakat
belum optimal. Sebaliknya, penelitian di Filipina oleh Santos (2023) menunjukkan bahwa pemerintah
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berhasil memanfaatkan aplikasi mobile dan media sosial untuk meningkatkan transparansi dan
memobilisasi partisipasi dalam program pengentasan kemiskinan pedesaan. Di negara-negara
dengan tingkat akses digital yang lebih baik, seperti Malaysia, komunikasi pembangunan melalui
media teknologi terbukti mempercepat proses koordinasi antara pemerintah dan masyarakat
(Rahman & Hassan, 2024).

Dengan demikian, perbandingan temuan antar penulis dan negara memperlihatkan bahwa
keberhasilan komunikasi pembangunan sangat bergantung pada bentuk pendekatan komunikasi
(partisipatif versus top-down), dukungan infrastruktur teknologi, serta budaya komunikasi setempat.
Negara yang menerapkan komunikasi berbasis partisipasi dan memanfaatkan media komunitas atau
digital menunjukkan hasil yang lebih efektif terhadap pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi
pembangunan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan
berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Komunikasi pembangunan yang efektif—
khususnya komunikasi partisipatif——mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan, serta
memperkuat rasa kepemilikan terhadap program pemberdayaan. Melalui strategi komunikasi yang
transparan, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal, program pengentasan kemiskinan menjadi lebih
tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang nyata pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam
merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu
memperkuat strategi komunikasi pembangunan melalui dialog dua arah dan partisipasi masyarakat
sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. LSM dan organisasi pemberdayaan disarankan
untuk mengoptimalkan media komunikasi lokal maupun digital sebagai sarana penyebaran informasi
dan peningkatan literasi pemberdayaan. Sementara itu, tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dapat
berperan sebagai agen perubahan (change agents) yang menjembatani komunikasi antara
masyarakat dan pihak eksternal, sehingga proses pemberdayaan lebih inklusif dan mudah diterima
oleh komunitas.Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang patut dicermati. Pertama,
cakupan artikel yang dianalisis dibatasi oleh ketersediaan dalam database dan rentang waktu
publikasi tertentu, sehingga mungkin terdapat penelitian relevan yang tidak teridentifikasi dalam
proses seleksi. Kedua, sebagian besar penelitian yang direview mengacu pada konteks geografis
tertentu, sehingga generalisasi temuan mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada semua
wilayah atau budaya. Selain itu, sebagian besar artikel menggunakan pendekatan kualitatif sehingga
evaluasi kuantitatif terkait dampak komunikasi pembangunan terhadap pengentasan kemiskinan
masih terbatas.Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan riset lapangan dengan
pendekatan empiris guna mengukur dampak komunikasi pembangunan secara langsung terhadap
perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, studi mendatang dapat mengeksplorasi lebih
jauh peran teknologi digital, media sosial, dan platform komunikasi berbasis komunitas dalam
memperkuat proses pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Analisis komparatif antar wilayah
atau negara juga penting untuk melihat bagaimana konteks budaya dan kebijakan mempengaruhi
efektivitas komunikasi pembangunan dalam program pemberdayaan.
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